
  

 
 

                                                      WALI KOTA CIREBON 

                                              PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN WALI KOTA CIREBON 

                NOMOR  61  TAHUN 2019 

TENTANG 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  (SOP) PERIJINAN DAN  NON 

PERIJINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CIREBON 

                          DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

WALI KOTA CIREBON 

  Menimbang :    a.   bahwa    sesuai   dengan   ketentuan  pasal  5 ayat (1) 

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kota Cirebon bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan perijinan kepada masyarakat; 

b. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan Rencana 

Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tingkat 

Kota Cirebon (KORSUPGAH) yang prakarsai oleh Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK), perlu ditetapkan Standar 

Operasional Prosedur (SOP); 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan 

Wali Kota Cirebon tentang  Standar Operasional 

Prosedur (SOP) Perijinan dan Non Perijinan Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kota Cirebon; 
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Mengingat :         1.  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa 

Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogjakarta (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-

Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik 

Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota 

Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

2. Undang-Undang  Nomor  25   Tahun  2009  tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 

112 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik  

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang 

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2011 

tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Usulan 

Reformasi Birokrasi; 

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pedoman Penataan Tata Laksana (Business 

Process) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 649); 
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7. Peraturan Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2016 tentang Road 

Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1120); 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012             

tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional 

Prosedur Administrasi Pemerintahan; 

9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang 

Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon 

(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 

Seri D), Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon  

Nomor 69); 

10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon           

Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Cirebon Nomor 70); 

11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 Seri E); 

12. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 52 Tahun 2013 

tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional 

Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan 

Pemerintah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon 

Tahun 2013 Nomor 52); 

13. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan 

Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon (Berita 

Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 61); 

14. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2017 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 10); 
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15. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan 

dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon (Berita 

Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 11); 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan :     PERATURAN WALI KOTA CIREBON TENTANG STANDAR    

OPERASIONAL PROSEDUR  (SOP) PERIJINAN DAN NON 

PERIJINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CIREBON. 

 

     Pasal 1 

Standar Operasional Prosedur (SOP) Perijinan dan Non 

Perijinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini  

merupakan pedoman/acuan bagi pegawai dalam 

penyelenggaraan proses pelayanan publik terutama 

pelayanan perijinan dan non perijinan. 

        Pasal 2 

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah disusun oleh  

Perangkat Daerah Teknis  secara bertahap menyesuaikan 

dengan Standar Operasional Prosedur Perijinan dan Non 

Perijinan ini. 

       Pasal 3 

Standar Operasional Prosedur (SOP) Perijinan dan Non 

Perijinan ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Wali Kota ini. 

      Pasal 4 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon. 

 

 

Ditetapkan di Cirebon 

pada tanggal 23 Desember 2019 

 

WALI KOTA CIREBON, 

 

ttd, 

 

NASHRUDIN  AZIS 

 

Diundangkan di Cirebon 

pada tanggal 26 Desember 2019 

 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON, 

 

ttd, 

 

ANWAR SANUSI 

 

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 61 

 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
DAN HAK ASASI MANUSIA, 

 

 
CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM. 

Pembina Tingkat I (IV/b) 

NIP. 19621001 199703 1 003 
 


